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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, perkembangan 

teknologi yang sangat pesat membawa dampak di segala bidang, termasuk pada 

bidang keuangan. Bitcoin dan aset kripto lainnya merupakan salah satu inovasi di 

bidang finansial, Bitcoin merupakan mata uang digital yang menggunakan sistem 

teknologi Blockchain yang bersifat desentralisasi, artinya tidak ada lembaga 

manapun yang menguasai dan mengkontrolnya. Kemunculan mata uang digital ini 

dirancang oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi pada tahun 2008 dan 

berkembang sampai saat ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian 

normatif atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode yang 

dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka 

yang ada. Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari sumber data primer, 

sekunder, dan tersier.  Sumber data primer yang digunakan yaitu Undang – 

Undang dan Peraturan yang terkait dengan aset kripto. Sumber data sekunder 

yang digunakan yaitu buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, tesis. Sedangkan data 

tersier adalah kamus, bahan dari internet yang merupakan bahan hukum yang 

terkait dengan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan mata uang digital 

(cryptocurreny) di Indonesia ini tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, 

namun (cryptocurrency) ini dianggap sebagai komoditi saja. Selain itu, dalam 

penggunaan aset kripto sebagai instrumen investasi, pemerintah juga 

memperhatikan bagaimana regulasi terhadap perlindungan hukum kepada investor 

melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

dan juga lewat asosiasi aset kripto, sehingga para investor tidak khawatir 

mengenai hal yang akan berdampak negatif serta merasa aman dalam bertransaksi 

aset kripto. 

 

Kata Kunci: Cryptocurrency, Investasi, Perlindungan hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Berkembangnya suatu negara membawa pengaruh terhadap segala 

bidang. Pertumbuhan ekonomi dan teknologi suatu negara berdampak juga 

kepada masyarakat khususnya investasi. Sebelumnya, jika orang - orang ingin 

berinvestasi seperti saham, obligasi, reksa dana dan sebagainya itu harus pergi 

ke Bank terlebih dahulu, namun semenjak kemajuan teknologi di bidang 

finansial ini berkembang, kemudahan – kemudahan pun dapat dirasakan oleh 

masyarkat, yang tadinya selalu offline namun sekarang sudah bisa dilakukan 

secara online. Terdapat berbagai macam intrumen investasi di Indonesia yaitu 

emas, properti, obligasi, saham, dan juga aset kripto. Investasi merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan menempatkan modalnya ke 

suatu instrumen investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan modal 

tersebut bisa memberikan keuntungan.  

  Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau 

menginvestasikan uang atau modal.
1
 Artinya investasi merupakan kegiatan 

yang dilakukan seseorang yang menanamkan uang dan modalnya dalam jangka 

waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dan keuntungan dari 

modal yang diinvestasikan. Menurut Tandelilin, investasi adalah komitmen 

atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, 

                                                           
1
    Ana Rokhmatussa‟dyah, Suratman, 2017, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika, 

Jakarta, halaman 1. 
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dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.
2
 Dengan kata 

lain investasi merupakan penanaman dana atau uang dalam jumlah tertentu 

pada saat ini untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di kemudian hari.  

  Perkembangan pada sektor investasi di Indonesia memberikan dampak 

yang baik, yang awalnya orang – orang investasi pada aset riil saja, namun 

sekarang bisa investasi pada aset digital. Terdapat berbagai macam instrumen 

investasi, yaitu emas, deposito, properti, reksadana, obligasi, saham, dan salah 

satunya kripto. Berdasarkan jangka waktunya investasi dibagi menjadi dua 

katagori, pertama investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dilakukan 

dengan kurun waktu lebih dari lima tahun, sedangkan investasi jangka pendek, 

yaitu investasi yang dilakukan dengan kurun waktu tidak lebih dari satu tahun.  

Dalam hal ini, peran hukum investasi merupakan dasar yang ditujukan 

untuk mengatur jenis transaksi investasi, insentif dan jaminan untuk 

penanaman modal, pengaturan dan pengawasan arus investasi dan sistem yang 

mengadministrasikan proses investasi.
3
  

 

Artinya dalam kegiatan investasi terdapat hukum investasi yang berfungsi 

untuk mengatur, mengawasi, serta memberikan jaminan dalam berinvestasi. 

   Teknologi membawa pengaruh terhadap segala bidang, termasuk dalam 

kegiatan investasi. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak 

baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau ekonomi digital. 

Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian 

yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, kooprasi 

dan investasi. Awalnya investasi yang berbentuk fisik atau aset riil seperti 

                                                           
2
    Gerinata Ginting, 2021, Investasi dan Struktur Modal, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat,   

halaman 2. 
3
       Mas Rahmah, 2020, Hukum Investasi, Prenada Media, Jakarta, halaman 21. 
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emas, tanah, properti, dan lain-lain, namun semenjak berkembanya teknologi 

dibidang  finansial, terbentuklah mata uang digital (cryptocurrency) yang bisa 

dijadikan sebagai aset digital. 

  Terbentuknya mata uang kripto (cryptocurrency), bertujuan agar 

perputaran dalam ekonomi harusnya bisa dilakukan setiap orang secara 

independen, tanpa harus melalui pihak ketiga yang menjadi perantara seperti 

bank. Mata uang kripto yang menggunakan jaringan konsensus yang 

memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk 

digital terdesentralisasi.
4
 Dalam hal ini, desentralisasi ialah tanpa ada otoritas 

pusat atau institusi keuangan lainnya yang memegang. Sehingga 

cryptocurrency hadir dan memberikan solusi kepada siapapun. Rancangan 

tersebut diterapkan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto 

pada tahun 2008, dan terciptalah cryptocurrency pertama yaitu bitcoin dengan 

teknologi blockchain. Secara singkat Blockchain sebagai buku besar 

terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.
5
 

Artinya jaringan blockhain bertugas mencatat setaiap transaksi yang masuk 

yang nantinya akan di validasi. Jaringan di dalamnya tidak mempunyai 

otoritas, karena di dalamnya adalah catatan buku besar yang dibagikan dan 

juga tidak merubah, sehingga seluruh informasi yang ada di dalamnya terbuka 

                                                           
4
       Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, 2015, 

“Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen 

Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard”, Jurnal Informatika Mulawarman, 

Volume. 10  halaman 20. 
5
      Nurfia, Oktaviani Syamsiah, 2017, Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di 

Indonesia, Indonesia Journal of Law anda Jurisprudence, Volume. 6, halaman 54 
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untuk siapa saja. Blockchain mempunyai 3 karakteristik yang pertama 

desentralisasi, kedua transparan, ketiga kekal.  

  Perkembangan pada cryptocurrency mempunyai dua sisi penggunaan. 

Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang 

merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya 

adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut 

sebagai Aset Kripto atau Crypto Asset.    

  Di Indonesia, mata uang kripto (cryptocurrency) tidak diakui sebagai alat 

pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan 

cryptocurrency. Peraturan tersebut antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang 

Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan 

Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial, yang melarang penggunaan virtual currency.
6
  

 

 Oleh karena itu dalam melakukan transaksi menggunakan alat pembayaran 

yang selain rupiah itu dianggap tidak sah dan melanggar peraturan yang sudah 

ada atau dengan kata lain mata uang kripto tidak diakui sebagai alat 

pembayaran berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. 

  Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 

21 bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai 

tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi 

dengan uang, dan/atau, transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7
  

 

  Dari pernyataan Undang – Undang di atas sudah jelas bahwa penggunaan 

cryptocurrency secara regulasi tidak bisa menggantikan rupiah sebagai alat 

untuk pembayaran di Indonesia. Namun cryptocurrency bisa di jadikan sebagai 

                                                           
6
    Shinta Yulia Sari, Juwita, Misbahul Huda, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah 

Cryptocurrency Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume. 7, halaman 3 – 4. 
7
      Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 
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instrumen investasi yaitu sebagai aset komoditi yang bisa diperdagangkan di 

pasar fisik aset kripto.  

  Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang 

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto 

(Crypto Asset) Pasal 1 yang berbunyi “Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan 

sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang 

diperdagangkan di Bursa Berjangka.”
8
  

 

 Dari peraturan di atas dapat diartikan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai 

komoditi yang bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka. 

  Di Indonesia sendiri terdapat 383 mata uang digital yang diakui oleh 

Badan Pengawas Perdangangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Pernyataan 

ini tertuang di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang 

dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Pengakuan ini berlaku pada 

tanggal 1 Agustus 2022. Berikut merupakan daftar aset kripto yang dapat di 

perdagangkan. 

      

Tabel daftar 383 jenis aset kripto 

 
BTC ETH KLAY SOL XTZ LOTA LUNC 

USDC DOT SAND ATOM OX LTC MANA 

LINK UNI KLM BUSD XRP TRON ADA 

ENJ UMA MATIC BAT REN QTUM SXP 

TUSD BNB THETA SNX COMP CRO VET 

AURORA SNT CTSI DOGE MKR USDT STORJ 

XVS ZIL OMG ONE EGLD ORBS RLC 

ALGO EOS WRX WBTC ETN AVAX QNT 

POLY DAI LRC ETC NMR BCH YFI 

NEO OGN KSM WAVES ALPHA XNO GLM 

FTM KAVA XEM BTT ICX SRM USDP 

KNC BCD ARDDR ONT JST SC XDC 

BAND PAXG ANKR PAY OGB AMPL ORN 

BSV DENT REQ LYEE WAXP LSK STMX 

LOOM META COTI HPB LUNA BAKE PXG 

BAL POWR REP YFII STRAX BTG AERGO 

PUNDIX SYS IDRT ELF BORA WTC EURS 

DCR MED ARK HIVE MTC PIVX STEEM 

BTS GUSD WNG NXS STPT NXT VSYS 

                                                           
8
    Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). 
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FIRO VIDY DTA EMC2 GRS NAV DNT 

LBC ANT BTM NKN DAD GO ADX 

GARD FX PMA TEN AID VTC CVC 

HIFI BTU COSM RVN HBAR WAN TKO 

DIA NEAR HOT VTHO GALA RUNE SUSHI 

UTK ICP CHZ CHR ALICE TFUEL POLS 

HNT STX FET ALCX AAVE DYDX REEF 

TOMO AXS BNT AUDIO OCEAN ILV CEL 

CAKE CFX FOR KEEP DVI TEL INJ 

ALPACA BICO PTU CRV GHST USTC TWT 

1INCH XEC SKL IOST MINA CTK IOTX 

TT ANY WOO FTT GRT FIL RSR 

MDX NEXU SHIB ACH PYR KUNCI PERP 

PRO ARV TRU OKB CELO WIN ASTR 

API3 CIND APE VOXEL BIDR DAO FARM 

SLP AMP KOK GXC ACT LINA ANC 

MIR OXT KAI REV HEDG BOND FLOW 

TLM XSGD CKB TVK SFP LANA AUTO 

DEXE IMX PLA DODO BSW IDEX LEO 

MOVR TAD GMT SCRT MDT C98 XCH 

YOOSHI UNIFI ROSE SPELL VRA SUN OCTO 

AR BURGER MLN DEGO MBOX KDA ATLAS 

NBT BLZ EPS EFI YGG OOKL HEGIC 

MC ARPA WNXM FXS ENS NRG PHA 

IDK CVX HIGH BTCST FRONT ORC RAY 

LIT GLCH KEY BIFI VCG TROY NULS 

JASMY RNDR KP3R AURY CELR SWAP LET 

CBG WOZX CGU ROOK FLUX CHESS KDAG 

DOCK ERN ABBC TITAN VELO VIDYX COCOS 

DAAPL LPT COS PANDO CWEB POND SPS 

SANTOS IQ JOE KIN GTC SUPER DAMZN 

ALPINE RAD ATA SFI BRD BNX DUSK 

AIOZ AVA ERG SPARTA CVP LOKA ALT 

DEP ABNB DAR DCT CRE GAS BABA 

DGP BTR ATT SHILL TOK BADGER YLDY 

RENBTC ACA RARE CLV PIF 

  Sumber : Data skunder BAPPEBTI diolah, 2023.  

  Aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan seperti 

yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 tahun 2019 tentang 
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Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di 

Bursa Berjangka yaitu :  

a. Berbasis distributed legder technology; 

b. Berupa aset kripto utilitas (utility crypto) atau aset kripto beragun          

(crypto backed asset); 

c. Nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 

(lima ratus) besar kapitalisasi pasar aset kripto (coinmarketcap) untuk   

kripto aset utilitas; 

d. Masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia 

e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan 

industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika 

(digital talent); 

f.   Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang 

dan pendanaan terorismeserta proliferasi senjata pemusnah massal.
9
 

 

  Telah disebutkan beberapa aset kripto yang dapat diperdagangkan di 

Indonesia dan selain itu juga aset kripto tersebut harus sesuai dengan 

persyaratan seperti di atas. Dalam hal ini,  tempat untuk jual dan beli aset 

kripto ialah pasar fisik aset kripto. 

  Pasar fisik aset kripto (crypto asset) menurut Peraturan Kepala 

BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 ayat (6) adalah pasar fisik aset kripto 

yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa 

Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset 

Kripto untuk jual atau beli aset kripto.
10

  

 

 Dari pengertian tersebut, bahwa pasar fisik aset kripto merupakan sarana untuk 

tempat jual dan beli aset kripto dengan menggunakan media elektronik yang 

sudah difasilitasi.  

  Untuk itu pasar fisik aset kripto harus memenuhi tata tertib pasar fisik 

aset kripto sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 5 tahun 

                                                           
9
     Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis    

       Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. 
10

    Ibid, Pasal 1 ayat (6)  
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2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto 

(Crypto Asset) Di Bursa Berjangka yaitu : 

a. Prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan 

mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Bursa Berjangka, 

Pedagang Fisik Komoditi, Peserta, dan Pelanggan untuk memperoleh 

harga yang wajar dan sesuai;  

b. Tujuan pembentukan Pasar Fisik sebagai sarana pembentukan harga 

yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta 

dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka; 

c. Kepastian hukum; 

d. Perlindungan pelanggan aset kripto; 

e. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan 

usaha perdagangan fisik aset kripto
11

 

  

 Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa penyelenggaraan pasar fisik aset kripto 

harus memperhatikan prinsip – prinsip dalam mengelola perusahaan, 

pembentukan harga, memberikan kepastian hukum, serta perlindungan, dan 

juga memfasilitasi kegiatan perdagangan aset kripto. 

  Selain itu, perdagangan aset kripto juga diatur dalam Undang – Undang 

Nomor 10 tahun 2011 Pasal 1 (ayat 2) tentang Perubahan Atas Undang – 

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang 

menyebutkan bahwa “ Komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan 

kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat 

diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif 

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
12

 

 

 Pengertian diatas menjelaskan bahwa komoditi ialah berupa barang, jasa, hak, 

yang bisa diperdagangkan dan juga bisa menjadi subjek dalam kontrak 

berjangka. 

  Aset Kripto (Crypto Asset) merupakan komoditi yang dapat dijadikan 

sebagai Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka yang 

tertuang dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1 

                                                           
11

     Ibid, Pasal 2 ayat (1) 
12

    Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang –  

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 
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tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak 

Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan 

Di Bursa Berjangka.  

  Dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia, aset kripto 

tidak boleh dipergunakan dalam hal yang melanggar aturan perundang – 

undangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan 

peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 2 yang mengatur mengenai 

yaitu : 

a. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan 

terorisme pada Pialang Berjangka; 

b. Pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan 

pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka; 

c. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh Pialang 

Berjangka atas dana yang dimiliki dan dikuasai oleh orang atau 

korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan 

organisasi teroris; dan 

d. Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara sertamerta oleh Pialang 

Berjangka atas dana yang dimiliki dan dikuasai oleh orang atau 

korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan 

proliferasi senjata pemusnah massal.
13

 

 

  Jadi, dalam perdagangan aset kripto sudah diatur penerapan anti 

pencucian uang maupun pendanaan terorisme, yang dilakukan baik pedagang, 

perantara, dan pelanggan aset kripto itu dilarang. Oleh karena itu, dapat 

dilakukan pemblokiran oleh Pialang Berjangka atas dana yang dimiliki 

perseorangan maupun korporasi. 

                                                           
13

   Pasal 2 Peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti   

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik   

Komoditi Di Bursa Berjangka. 



  

10 

 

  Calon pedagang fisik aset kripto yang ingin mendaftarkan aset kriptonya 

harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI 

Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 8 yaitu : 

a. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima 

puluh miliar rupiah); 

b. Mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp. 40.000.000.000,00 (empat 

puluh miliar rupiah); 

c. Memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, 

Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Client Support, Divisi Accounting 

dan Financer; 

d. Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan on-line yang 

dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Aset 

Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring 

Berjangka; 

e. Memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur 

tentang pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto, 

pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, 

penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan 

program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme 

serta proliferasi senjata pemusnah masssal; 

f.   Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi Certified 

Information System Security Professional (CISSP); dan 

g. Memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang 

saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 

calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang wajib lulus uji kepatutan dan 

kelayakan (fit and proper test) BAPPEBTI.
14

 

 

 Jadi, calon pedagang fisik aset kripto sebelum mendaftarkan aset kriptonya dan 

ingin memperdagangkanya harus memenuhi persyaratan dan persetujuan serta 

sudah diuji kelayakan dan kepatutan oleh BAPPEBTI. 

  Sesuai peraturan Badan Pengawas Perdangangan Berjangka Komoditi 

(BAPPEBTI) Nomor 7 tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Calon 

Pedagang Fisik Aset Kripto dan/atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat 

memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah 

ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam Daftar Aset Kripto yang dapat 

diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”. 

   

                                                           
14

    Pasal 8 Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan  

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis  

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. 
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  Menurut Mantan Menteri perdagangan RI Muhammad Lutfi, aset kripto 

ini juga akan menjadi aset yang sangat penting terutama ketika 5G, internet of 

things, cloud computing, artificial intelligence yang menjadi bagian-bagian 

terpenting di dalam ekonomi digital itu sendiri.
15

 Dari pernyataan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa aset kripto ini menjadi aset digital yang sangat 

berguna untuk kedepannya mengingat perkembangan teknologi yang selalu 

mengalami kemajuan. 

  Keberadaan Bitcoin, di beberapa negara mengundang pro dan kontra. Di 

Cina, bitcoin beredar bebas. Di Amerika Serikat, bitcoin dapat diedarkan 

sebagai transaksi elektronik. Di Singapura, bitcoin dianggap sebagai 

komoditas.
16

 Dalam hal ini, di beberapa negara mempunyai regulasinya dan 

pandangannya mengenai penerapan cryptocurrency itu sebagai apa, namun 

tidak dipungkiri bahwa setiap negara bisa menerima dan mendalami setiap 

perubahan kemajuan teknologi yang ada.  

  Kemunculan aset kripto (crypto asset) yang menjadi trend baru dunia 

sangatlah berdampak baik kepada masyarakat terutama di Indonesia. 

Berdasarkan data BAPPEBTI, jumlah investor aset kripto di Indonesia 

mencapai angka sekitar 9,5 juta investor per Oktober 2021. Sementara, 

transaksi investasi kripto di Indonesia tembus Rp 478,5 triliun per Juli 2021 

atau naik 5 kali lipat. Sedangkan, nilai transaksi di pasar kripto Indonesia rata-

rata bisa capai Rp 1,7 triliun per hari.
17

  

 

                                                           
15

    Cnbcindonesia.com, „Goks! Investor Kripto Tembus 6,5 Juta Salip Saham – Reksa Dana (21  

Juni 2021) Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-

254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana pada 15 Maret 2022. 
16

    Galang Prayogo, 2018, “Bitcoin, Regulation And The Imporyance Of National Legal                    

Reform”,  Asi Journal of Law and Jurisprudence, Volume. 1 Nomor. 1 halaman 4. 
17

  Kontan.co.id, „Perkembangan Pasar Kripto Indonesia Menarik Exchange Global Mauk 

Diakses dari https://investasi.kontan.co.id/news/perkembangan-pasar-kripto-indonesia-

menarik-exchange-global-masuk pada 21 Februari 2022, Diakses pada tanggal 16 Desember 

2021. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana
https://investasi.kontan.co.id/news/perkembangan-pasar-kripto-indonesia-menarik-exchange-global-masuk%20pada%2021%20Februari%202022
https://investasi.kontan.co.id/news/perkembangan-pasar-kripto-indonesia-menarik-exchange-global-masuk%20pada%2021%20Februari%202022
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  Aset kripto (crypto asset) di Indonesia mempunyai fungsi hanya sebagai 

instrumen investasi saja dan tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. 

Namun tidak semua orang tahu akan pengetahuan dasar untuk menggunakan 

aset kripto, mengingat resiko, fluktuasi harga, serta regulasinya di Indonesia itu 

seperti apa. Selain itu aset kripto di Indonesia mempunyai manfaat baik di 

bidang ekonomi maupun sosial. Dari bidang ekonomi aset kripto bisa menjadi 

pendapatan negara dari pajak aset kripto, di bidang sosial menjadikan setiap 

orang khusunya generasi muda sadar akan investasi yang awalnya konsumtif 

akhirnya bisa menyisihkan sebagian penghasilan untuk di investasikan. 

  Berdasarkan fenomena di atas, konsepsi mengenai aset kripto (crypto 

asset) sebagai instrumen investasi di Indonesia sejalan dengan penetapan oleh 

BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdangangan Berjangka Komoditi) sebagai 

subjek komoditi bursa berjangka. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut terkait fenomena investasi aset kripto (crypto asset) ini 

dengan menarik judul  “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI 

ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) di INDONESIA ” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana aspek hukum terhadap investasi aset kripto (crypto asset) di 

Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor aset kripto (crypto asset) 

di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tentang aturan investasi pada aset kripto (crypto asset) di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap investor aset 

kripto (crypto asset) di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 
 

  Sebuah penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berguna, adapun manfaat yang berguna dari penulisan ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Secara Teoritis: 

a) Penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan 

dalam bidang hukum bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, 

terutama dalam bidang Hukum Perdata secara khususnya mengenai 

penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) dalam berinvestasi 

pada aset kripto di Indonesia. 

b) Bagi Penulis, dapat memberikan pemahaman dan data-data yang 

diperlukan yang mendukung penulisan skripsi, sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum 

 

 

 



  

14 

 

2. Secara Praktis:  

a) Bagi pemerintah, memberikan sumbangan dan masukan-masukan 

sebagai bentuk konkrit pemerintah dalam mewujudkan 

kemanfaatan hukum dalam investasi aset kripto di Indonesia.  

b) Bagi masyarakat, memberi sumbangan masukan-masukan dan 

pemahaman terhadap masyarakat maupun pembaca sehingga dapat 

memahami dan mengetahui mengenai pengaturan berinvestasi pada 

aset kripto (crypto asset) di Indonesia. 

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep 

 1. Kerangka Teori 

 Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) 

teori hukum sebagai bahan menganalisis permasalahan dari penelitian ini. 

Pertama, merupakan teori keadilan, kedua teori kepastian hukum, ketiga 

teori perlindungan hukum. 

 a. Teori keadilan yang di kemukakan oleh Plato dan Aristoteles filsuf 

yang berasal dari Yunani.  

Plato mengemukakan gagasannya secara khusus dalam dialog 

terakhirnya Plato, Law, dan hanya dianggap riil sebagai reproduksi 

tak sempurna dari gagasan mengenai hukum dan keadilan. Gagasan 

tentang hukum tentunya tidak bisa bertentangan dengan tentang 

keadilan, dan karena itu konflik aktual yang ada antara hukum dan 

keadilan harus ditafsirakan sebagai konsekuensi dan interprestasi.  

 

Menurut Plato, hukum layaknya hal di dunia ini, pada akhirnya 

hanyalah jembatan imajiner bagi orang bijak dalam pencarian 

mereka atas kebenaran dan nilai – nilai.
18

 

 

                                                           
18

    Carl Joachim Friedrich, 2004, “Filsafat Hukum Perspektif Historis”, Nuansa dan Nusamedia,                

Bandung, halaman 24. 
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Dari pernyataan tersebut Plato menjelaskan bahwa hukum itu 

hanya gambaran bagi orang bijak dalam mencari suatu kebenaran 

serta nilai – nilai di dalamnya. 

     Menurut Aristoteles dalam sebuah ikhtisar yang ada dalam 

Rhetoric, dia menyatakan batas antara kesetaraan dan keadilan 

begitu cair dan bahwa kita di sini dihadapkan pada antinomi atau 

kontradiksi dalam pemikiran hukum Aristoteles. Konsepsi dasarnya 

ialah bahwa keadilan hanya ada di antara manusia yang 

hubungannya diatur oleh hukum (Nicomachean Ethics v.6 1134a)
19

 

  Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kesetaraan dan 

keadilan itu penting, dimana konsep dasar keadlian muncul dari 

hubungan masyarakat itu sendiri dan di atur oleh hukum. 

 b. Teori kedua, yaitu teori kepastian hukum. Adanya kepastian hukum 

ialah untuk menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku 

yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku. Gustav 

Radbruch filsuf dari Jerman mengatakan kepastian hukum adalah 

“Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu 

sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan 

makna kepastian hukum, antara lain: 

1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah 

perundang-undangan (gesetzliches Recht). 

2) Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan 

didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang 

nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan 

kesopanan. 

3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna 

menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga 

mudah untuk dijalankan. 

4) Hukum positif tidak boleh untuk sering.
20

 

                                                           
19

      Ibid. 
20

  Achmad Ali, 2012, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan      

(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Pemahaman Awal”, Kencana 

Prenada Media Group, Volume 1, Jakarta, halaman  292-293. 
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Dari pernyataan tersebut bahwa kepastian hukum memberikan 

dasar dan kepastian terhadap peraturan perundang – udangan 

dengan didasarkan oleh fakta yang jelas. 

 c. Teori ketiga, yaitu teori perlindungan hukum, adanya hukum di 

masyarakat sangat penting karena untuk mengatur, dan melindungi 

manusia dalam bentuk norma dan aturan.  

  Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum 

merupakan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

dilanggar oleh orang lain, melindungi masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.
21

 

 

  Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa perlindungan hukum 

menjadi suatu gambaran dari fungsi hukum yang dimana 

memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 

kedamaian bagi masyarakat. 

 2. Kerangka Konsep 

 a. Konsep Hukum Perjanjian 

  Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan 

dari istilah “Overeenkomst” dalam bahasa Belanda, atau “Agreement” 

dalam bahasa inggris.  

  Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan pengertian dari perjanjian 

adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
22

  

  

                                                           
21

     Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 54. 
22

     Ratna Artha Windari, 2014,  Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 2. 
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  Dari penjelasan di atas, definisi perjanjian ialah suatu perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mana 

mengikatkan diri dengan tujuan dan makna tertentu. 

  Dalam hal ini, terdapat syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata 

yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab 

yang tidak terlarang.
23

  

 

  Artinya dalam melakukan suatu perikatan harus memenuhi syarat sah 

perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan 

perundang – udangan.  

  Dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua 

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai 

undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak 

dapat ditarik selain dengan kesepakan kedua belah pihak atau karena 

alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik.
24

 

  Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perikatan itu 

tidak bisa ditarik begitu saja tanpa adanya persetujuan dari kedua belah 

pihak atau karena ada alasan tertentu yang bertentangan dengan undang – 

undang. 

   b.  Konsep Hukum Perjanjian Jual Beli  

  Pada hukum perjanjian jual beli terdapat definisi perjanjian jual beli 

yang tercantum di KUHPerdata yaitu Pasal 1457. 

  Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan pengertian perjanjian jual-beli 

adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan 

pembeli, pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang 

yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar 

harga barang yang disetujui bersama.
25

  

                                                           
23

     Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah. 
24

     Pasal 1338 KUHPerdata tentang Akibat Persetujuan. 
25

     Ridwan Khairandy, 2016,  Perjanjian Jual Beli, Yogyakarta, FH UII Press, halaman 3. 
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  Dalam pengertian di atas bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu 

kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menyerahkan suatu barang 

yang sudah disepakati. Jadi unsur yang mutlak atau unsur esensialia 

harus ada pada perjanjian jual beli adalah: 

 1) Ada perikatan antara pihak penjual dan pembeli  

 2) Objeknya adalah :  

 a) Penyerahan hak milik  

             b) Pembayaran dengan uang
26

  

 Artinya dalam perjanjian syarat pokok yang tidak bisa diabaikan dalam 

perjanjian, harus ada dalam perjanjian jika tidak makan perjanjian itu 

dianggap tidak sah. 

  Unsur naturalia yang merupakan bagian perjanjian yang diatur dalam 

undang –undang, namun dapat diganti oleh para pihak, unsur natrualia 

bisa disebutakan dalam perjanjian, namun jika pihak memutuskan untuk 

tidak memasukan dalam perjanjian, maka perjanjian tetap mengikat dan 

tidak membatalkan perjanjian 

  Selain itu terdapat juga unsur aksidentalia, yaitu unsur pelengkap dari 

perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak itu sendiri.      

 c. Konsep Hukum Benda  

 Hukum benda ini diatur dalam buku ke II KUHPerdata yang sifatnya 

tertutup. Pada umumnya perkataan “benda” diartikan sebagai “segala 

sesuatu yang dapat menjadi objek daripada hukum”(objek hukum), dalam 

                                                           
26

  Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989, “Hukum Perjanjian Indonesia”. Yogyakarta,   

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman 115. 
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arti mana dipakai sebagai lawan daripada orang sebagai subjek hukum.
27

 

Artinya benda bisa dijadikan sebagai objek hukum  seperti hak milik, hak 

paten, hak sewa dan lain-lain. Oleh karena yang dimaksud dengan benda 

menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau 

yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki 

orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut KUHPerdata (Buku 

II), seperti bulan, bintang, laut, udara dan lain-lain sebagaianya.
28

 Artinya 

sesuatu yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh orang itu ialah benda. 

Berdasarkan sesuatu yang dapat dijadikan objek (dimiliki atau dihaki) 

sebagai subjek hukum (manusia dan badan hukum). 

  Menurut sistem hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam 

KUHPerdata benda dapat dibedakan atas:  

 

1) Barang-barang yang berwujud (lichamelijk) dan barang-barang 

yang tidak berwujud (onlichamelijk).  

2) Barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak 

bergerak. 

3) Barang-barang yang dapat dipakai habis (verbruik baar) dan 

barang- barang yang tidak dapat dipakai habis (onverbruikbaar). 

4) Barang-barang yang sudah ada (tegen woordige zaaken) dan 

barang-barang yang masih akan ada (toekomstige zaken).  

5) Barang yang akan ada dibedakan:  

a) Barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, 

misalnya: panen yang akan datang.  

b) Barang-barang yang aka nada relatif yaitu barang-barang 

yang pada saat itu sudah ada tetapi bagi orang-orang yang 

tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah 

dibeli tetapi belum diserahkan.  

6) Barang-barang yang dalam perdagangan (zaaken in de handel) dan 

barang-barang yang di luar perdagangan (zaken buiten de handel). 

                                                           
27

   H.F.A. Vollmar, 1980, “Hukum Benda (menurut KUH Perdata) disadur oleh Chidir Ali”,  

Bandung, Tarsito, halaman. 32. 
28

   Riduan Syahrani, 2006, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Penerbit   

Alumni, hlm. 116. 
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7) Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak 

 dapat dibagi.
29

 

 

  Terdapat benda dapat dibedakan menurut klasifikasinya seperti yang 

telah diatur oleh Undang – Undang. 

d. Konsep Hukum Investasi  

  Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau 

menginvestasikan uang atau modal.
30

 Artinya investasi merupakan suatu 

kegiatan dengan menanamkan modal atau uangnya ke suaatu instrumen 

investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan. Secara umum 

investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh 

orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person), 

dalam upaya untuk meningkatkan dana atau mempertahankan nilai 

modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan 

(equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun 

keahlian.
31

  

  Mengenai pengertian tersebut bahwa investasi merupakan kegiatan 

seseorang maupun badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

menambah nilai modalnya. 

  Umumnya investasi dikategorikan dua jenis, yaitu real assets dan 

financial assets. Aset riil adalah bersifat berwujud seperti gedung-

                                                           
29

     F.X Suhardana, 2001, Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta, PT. Prenhallindo,   

halaman. 149-150. 
30

  Hasan Shadily dan John M Echois, 1988, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia. Jakarta,  

Gramedia Pustaka Utama, halaman. 330. 
31

     Ibid. 
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gedung, kendaraan dan sebagaiannya. Sedangkan aset keuangan 

merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya.
32

 

  Investasi dapat bermacam – macam bentuk seperti rumah, properti, 

tanah, sedangkan aset keuangan merupakan aset yang hanya berbentuk 

surat – surat dan tidak ada wujud bentuknya.  

e. Konsep Aset Digital 

  Aset Digital merupakan suatu barang atau benda yang terdapat pada 

sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai 

oleh badan hukum atau perseorangan. Aset Digital merupakan salah satu 

bentuk perkembangan dari konsep aset yang mulanya hanya sebatas 

terdapat dalam dunia riil namun berkembang kedalam dunia siber yang 

kepemilikannya tercatat secara digital yang dikendalikan langsung oleh 

pemiliknya. Aset digital dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-

kegiatan pada dunia siber mulai dari pengiriman uang atau investasi 

ataupun perdagangan elektronik dengan cepat, nyaman, tanpa kesulitan 

karena menggunakan sistem kriptografi.
33

 

  

  Dalam hal ini, aset digital merupakan salah satu dampak kemajuan 

teknologi di bidang investasi, sehingga biasanya orang – orang hanya 

berinvestasi ke aset riil seperti tanah, dan rumah. Namun, sekarang bisa 

berinvestasi pada instrumen investasi lain seperti aset digital yang 

mempunyai nilai dan dapat diperjualbelikan. 

f. Konsep Uang Digital 

  Uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet 

dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan 

jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. 

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar dimana sejumlah 

                                                           
32

     Ibid. 
33

   Firda Nur Amalia Wijaya, 2019, Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di 

Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia), Jurnal Hukum Bisnis Bonum 

Commune ,Volume 2 Nomor 2, halaman 128. 
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nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki 

seseorang.
34

 Dalam hal ini, uang digital mempunyai fungsi dan nilai yang 

sama terhadap uang konvensional, namun yang membedakannya ialah 

uang digital digunakan dalam bertransaksi di internet dan tempat 

penyimpannya di media elektronik. 

  Di Indonesia, sudah menjamur beberapa penyedia layanan transaksi 

jual beli mata uang elektronik atau dikenal dengan nama uang virtual, 

yaitu dengan sebutan cryptocurrency yang berasal dari kata kriptografi 

dan currency (mata uang). Uang virtual diartikan sebagai tidak memiliki 

dasar realitas fisik. Mata Uang Virtual telah didefinisikan sejak tahun 

2012 ‟European Central Bank‟ sebagai suatu bentuk mata uang tanpa 

aturan atau regulasi yang diciptakan dan diawasi oleh pengembangnya 

untuk digunakan oleh anggotanya khusus yaitu komunitas virtual.
35

  

  Pernyataan tersebut menyatakan bahwa mata uang elektonik hadir 

untuk memberikan kemudahan dan solusi terhadap permasalahan 

masyarakat namun, sebelumnya mata uang virtual ini tidak mempunyai 

regulasi aturan yang pasti dan hanya digunakan untuk komunitas saja. 

g. Konsep Perdagangan Berjangka Komoditi 

  Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sarana perdagangan 

yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan UMKM 

untuk mengamankan kepentingan mereka dari kemungkinan terjadinya 

                                                           
34

    Rd. Yudi Anton Rikmadani, 2021, Tatanan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang 

Digital (Digital Currency) Di Indonesia, Supremsai Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, 

halaman 179. 
35

     Ibid. 
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kerugian akibat fluktuasi harga. PBK selain berfungsi sebagai sarana 

pengelolaan risiko, juga berfungsi sebagai sarana terbentuknya harga 

(price discovery) yang efektif dan transparan sehingga informasi harga 

yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak.
36

  

  Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai peran dan fungsi yang 

penting dalam komoditas yaitu sebagai pembentukan harga, pengaturan 

risiko, sehingga bisa membantu pelaku usaha di dalamnya. 

  Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia dilakukan di 

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang didirikan pada 21 November 2000, 

dan mulai resmi melakukan perdagangan pertama sejak 15 Desember 

2000. PBK saat ini juga dapat dilakukan di Bursa Komoditi dan Derivatif 

Indonesia (BKDI) yang didirikan pada 23 Juni 2009 dan mulai beroperasi 

pada 31 Maret 2010.  

  Pengaturan dan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti) yang berada di bawah kendali Menteri Perdagangan RI. 

Terdapat banyak macam bursa atau pasar sesuai aset acuan (underlying 

asset) yang digunakan sebagai dasar membuat produk derivatif. Di 

bawah ini macam-macam bursa atau pasar aset tersebut. 

1) Bursa Komoditi 

2) Bursa Valuta Asing 

3) Bursa Uang 

4) Bursa Efek  

5) Pasar Indeks Ekuiti 

6) Pasar Komoditi Lunak
37

  

 Dari pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat bermacam – 

macam bursa atau pasar yang sesuai dengan kelompoknya, yang nantinya 

dapat diperjualbelikan. 

                                                           
36

    R. Serfianto Dibyo Purnomo, Et. Al., Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Lelang  
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F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang 

telah ditentukan.
38

 Artinya metode penelitian merupakan data – data yang 

dikumpulkan lalu dilakukan pembandingan lewat cara yang telah ditentukan. 

 Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum 

adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum 

tertentu dengan jalan menganalisanya.
39

  

 

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan 

cara untuk mengetahui sesuatu secara terukur yang nantinya dapat diketahui 

dengan cara menganalisanya. 

 Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam 

penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, 

maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan 

didukung oleh data yang lengkap. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan-

tujuan penulisan, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

  Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan 

adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian yuridis normatif atau sering 

juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau 

cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan 

                                                           
38

   Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta,   

2002, halaman. 126-127. 
39

      Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1981, halaman. 43. 
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dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum 

normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum 

jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang 

dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

masyarakat untuk berprilaku yang dianggap pantas.
40

 

2. Sifat Penelitian 

  Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian deskriptif. Penulisan deskriptif adalah penulisan 

dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada dan 

hubungannya satu sama lain secara sistematis, faktual, dan akurat, 

mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. 

3. Sumber Data Penelitian 

  Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan 

yaitu penelitian terhadap data sekunder, dan data sekunder tersebut 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder 

umum yang dapat diteliti adalah data sekunder yang bersifat pribadi 

dan data sekunder yang bersifat publik. Dalam hal ini, penulis data 

sekunder yang bersifat publik
41

, seperti: 
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   Zainal Asikin dan Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo  
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki 

kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang         

bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang; 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; 

5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008; 

6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik; 

7) Peraturan Pemerintah  Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 

Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan 

Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395); 
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9) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

68/PMK.03/2022 tentang Transaksi Aset Kripto. 

10) Peraturan Kementerian Perdagangan melalui Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 

menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 tentang 

Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan 

di Pasar Fisik Aset Kripto; 

11) Peraturan Kementerian Perdagangan melalui Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 

menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi Nomor 11 tahun 2022 tentang 

Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan 

di Pasar Fisik Aset Kripto; 

12) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset 

Kripto (CRYPTO ASSET) Di Bursa Berjangka; 

13) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang 

Berjangka, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 763); 
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b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang 

memberikan  penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel -artikel, skripsi, tesis, 

makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan 

ensiklopedia.
42

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam metode 

penelitian yuridis normatif, yakni data sekunder yang meliputi, bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa studi 

kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) 

adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan 

menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan sumber lainnya yang berhubungan. 

5. Analisa Data  

  Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data 

yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan 
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pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya 

diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang 

dikemukakan dalam skripsi ini. Adapun metode analisis data yang 

yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara   lengkap 

kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan 

selanjutnya dilakukan pengolahan data dan kemudian disimpulkan.
43
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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan 

  Dari analisis yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik 

beberapa simpulan, yaitu : 

1. Mengenai aspek hukum terhadap investasi aset kripto di Indonesia 

  Bahwa bitcoin dan aset kripto lainnya yang masih tergolong baru, maka 

dari itu regulasi pemerintah juga masih banyak melakukan pembaharuan 

terkait investasi aset kripto yang ada di Indonesia. Selain itu juga, 

kedudukan aset kripto atau mata uang digital di Indonesia ini tidak bisa 

dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di 

Indonesia, karena bertentangan dengan Undang – Undang tentang Mata 

Uang dan Peraturan Bank Indonesia, dan alasan pelarangan mata uang 

digital ini disebabkan karena risiko yang ditimbulkan akibat menggunakan 

kripto sebagai mata uang ialah harganya yang fluktuatif sehingga alat 

pembayaran yang sah dan diakui hanyalah mata uang rupiah saja. Kehadiran 

dan penggunaan aset kripto di Indonesia ini hanya diperbolehkan sebagai 

komoditas, yang bisa diperdagangkan pada pasar fisik aset kripto menurut 

peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi),  

2. Terkait perlindungan terhadap investor aset kripto di Indonesia 

  Pada dasarnya perdagangan aset kripto sudah diatur di dalam Peraturan 

BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 5 

Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset 
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Kripto (Crypto Asset). Keabsahan transaksi aset kripto berdasarkan hukum 

kontrak Indonesia yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) adalah sah 

karena memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW dan didukung 

oleh asas-asas yang terkandung dalam BW itu sendiri antara lain asas 

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan 

asas itikad baik. Maka dari itu juga transaksi aset kripto juga disahkan 

menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi aset kripto yang dilakukan 

secara online melalui jaringan internet oleh sebab itu para investor kripro 

mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang dapat ditimbulkan 

seperti  tindakan cyber crime.  

  Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi aset kripto tidak 

mendapatkan perlindungan hukum terkait perdagangan (trading) aset kripto, 

sehingga segala resiko terhadap kepemilikan dan penggunaan aset kripto 

harus ditanggung sendiri oleh investor. 

  Investasi pada aset kripto dilakukan penjanjian melalui kontrak online 

yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Maka 

perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah 

pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dan Perlindungan perdagangan 

berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). 
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  Dalam hal ini juga, pemerintah memberikan perlindungan hukum 

melalui asosiasi aset kripto seperti Indonesian Crypto Consumer 

Association (ICCA) dan Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto 

Indonesia (PKHAKI) juga memberikan perlindungan hukum terutama 

kepada investor terkait aset kripto yang mungkin tidak memenuhi syarat 

atau berpotensi scam atau penipuan. Sehingga apabila investor dirugikan 

akibat penipuan  yang diakibatkan terhadap aset kripto tersebut dapat 

melaporkannya kepada Indonesian Crypto Consumer Association (ICCA). 

B. Saran 

1. Aset kripto yang merupakan sebagai komoditi digital, sebaiknya dimasukan 

ke dalam perdagangan bursa berjangka yang memang memperdagangkan 

komoditi, sehingga nantinya memiliki lembaga pengawas dan dapat diawasi 

oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) 

,sehingga investasi aset kripto dapat diawasi oleh pemerintah, untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.  

2. Karena bitcoin dan aset kripto lainnya merupakan instrumen investasi yang 

tergolong masih baru, sebaiknya diberikan pengawasan khusus  dan 

masyarakat diberikan edukasi mengenai aset kripto, agar tidak digunakan 

sebagai alat pembayaran atau transaksi di lingkup Republik Indonesia, 

sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa hanya 

rupiah yang dan wajib digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah 

Indonesia. 
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3. Negara sebagai regulator masyarakat seharusnya menyikapi hal ini dengan 

cepat mengenai legalitas dan perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu, 

pemerintah harus cepat dan tegas terkait pembentukan regulasi yang efektif,  

sehingga nantinya tidak akan mengakibatkan hal – hal yang negatif di masa 

yang akan datang. Kerawanan yang timbul dari celah kejahatan akan 

semakin marak disalahgunakan apabila tidak cepat dan tanggapnya 

pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. 
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Pasal 1 ayat 1 ayat (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2 ayat Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

 

 

 

 

UU NOMOR 32 TAHUN 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.  
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Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang 

Elektronik (Electronic Money). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 27 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan 

Pemrosesan Transaksi Pembayaran. 
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Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (CRYPTO ASSET) 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 
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Pasal 1 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) 

Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di 

Pasar Fisik Aset Kripto. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 ayat (7) Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar 

Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. 
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Pasal 62 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Tentang Bursa Perdagangan, 

Makelar dan Kasir. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 nomor 24 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. 
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Pasal 1 nomor 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset 

Kripto 

 

 

 

 

 

 

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem 

Dan Transaksi Elektronik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

133 

 

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan 

Aset Kripto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset 

Kripto. 
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Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan 

Aset Kripto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal  4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Pasal 1112 dan Pasal 1113 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan 

Nomor 86/mpp/kep/3/2001 tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian 

Dan Perdagangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


